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SALINAN

KOMISI PEMILIHANUMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 37 /Kpts/KPU -Kab-012.329336t2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 08/Kpts/KpU-Kab-012.329336 t2015
TBNTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2()I5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015;

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat edaran Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 302lKPrJNIl2015 tanggal 12 Juni
2015 perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9
Tahun 2015, perlu adanya beberapa perubahan pada pedoman

Teknis Tata Cara Pencalonan Pemitihan Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang tentang
Perubahan Atas Keputusan Nomor : 08/Kpts/Kpu-Kab-
012.32933612015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pemalang Tahun
2015.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan

Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara
Tahun 1950);

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 201I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l l
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201 1 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 16);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567g);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 200g
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 0l Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Provinsi, dan Seketariat Komisi pemilihan Umum
Kabupaten{Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tatr.n2}Ig;
1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;
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Memperhatikan

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum,{(omisi Independen pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara" dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Wakilkota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VV2008, tanggal
4 Agustus 2008;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/pUU-VlV2009,tanggal
24Maret2009;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22l?UU -yll/2009, tanggal
l7 November 2009;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang

Nomor : 4llKptsiKPU-Kab-012.32933612014 tentang penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai politik
Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang

Nomor : 45lKpts./KpU-Kab-012.32933612014 tentang penetapan

Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta penetapan Calon
Terplih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang

Nomor : I/Kpts/KPU-Kab-012.329336/20t5 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

7 . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang

Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab -012.3293361201 5 tentang pedoman

Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang serta Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4 dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati pemalang Tahun 2015;

-3-
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KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang

Nomor : 28lKpts/KPrJ-Kab-012.329336/2OlS tentang
Persyaratan Jumlah Dukungan dan persebarannya untuk
Pasangan Calon Perseorangan Mendaftar sebagai Calon Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang

Nomor : 29lKpts/KPU-Kab-012.32933612015 tentang persyaratan

Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan partai politik
Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 201 5;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor :

302IKPUNV2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal penjelasan

beberapa aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 201 5.

l1 Hasil Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum
Pemalang Tanggal l7 Juni 2015

Kabupaten

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2OtS TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHLIN 2015

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang
Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
ini,terdapat beberapa perubahan pada form Model BB.I-KWK, Model
BA.3.l-KWK Perseorangan, Model BA.3.2-KWK Perseorangan,

Model BA.4.KWK Perseorangan, Model BA.5-KWK Perseorangan,

Model BA.6-KWK Perseorangan, Lampiran Model BA.HP-Perbaikan-
KWK, Lampiran Model BA.HP-KWK, Lampiran Model TT.1-KWK,
Lampiran Model TT.2-KWK,yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Juni 2015

KETUA,
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Menetapkan

KI,SATI]

ttd

KAB
Kep

UP G
um

ABDUL HAKIM

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



A.

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang merupakan sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokatis, langsung, jujur dan
adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Pemalang yang
harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemalang.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, KPU
Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan
yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Pemalang, Partai Politik dan

Masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;

2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin
mengajukan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;

3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur
pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.

PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut
secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka
akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

l. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, selanjutnya disebut Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang untuk
memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokatis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilu
Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
sebagaimanadimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum
dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

R

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 37lKpts/KPU-Kab-012.3293361201 5
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR : 08/ Kpts/ KPU -Kab-O 12.329336 I 20 15
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2015
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4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umun yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan
Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut KPU
Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan
Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat
Kecamatan.

7. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau
Kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Panwas
Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas
untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pemalang.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan,
adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas
yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di Desa atau Kelurahan.

13. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Pemalang.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional,
peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama
bersepakat mencalonkan I (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Seketaris Partai Politik atau para Ketua
dan para Seketaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan
sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU
Kabupaten.
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17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan
atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.

18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.

20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling
rendah oleh desa atau kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat
tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21. Hat', adalah hari kalender.

PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus
berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
1 1. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kabupaten Pemalang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 89);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

D.

-3-
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2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 0l Tahun 2010;

I 0. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahwt2008;

I 1 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Keda
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/l(omisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum,/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 566);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Wakilkota;

15. Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota
dan Wakil Walikota;

Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah :

l. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan
telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan, dan/atau

2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATANCALON

E.

I Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
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a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter;
tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. tidak pemah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan
surat keterangan catatan kepolisian;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dar/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
m. belum pemah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua)

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubemur, Wakil Gubemur untuk Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau belum pemah menjabat sebagai
Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Walikota untuk Calon Wakil Bupati;

o. berhenti dari jabatannya bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
sejak ditetapkan sebagai Calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubemur, penj abat Bupati dan penjabat
Walikota;
tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan
Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan

,^ diri sebagai Calon;

0 berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah sejak ditetapkan sebagai Calon; dan

u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas KabupatenKota
sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dalam angka I huruf
e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Syarat calon tidak pemah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam
angka t huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara
minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada
pidana penj ara maksimal.

Syarat Calon tidak pemah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam
angka t huruf f, dikecualikan bagi :

a. calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai
dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu
paling singkat 5 (lima) tahun;

o
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b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam
angka 4 huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik sebagai mantan narapidana melalui media cetak paling sedikit
I (satu) kali;

b. Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berutang.

Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4
huruf c adalah orang yang mempe{uangkan keyakinan politik yang memiliki
tujuan kebaikan masyarakat baayak dan dilakukan tanpa kekerasan atau
menggunakan senjata.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf m, adalah sebagai
berikut:

a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah
pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5
(lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 % (d:ua
setengah) tahun, dan sebaliknya;

b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan
Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/ Wakil
Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang samq meliputi:
1) Telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang s.rma;

2) Telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau

3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di
daerah yang berbeda.

d. Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (d:ua setengah) tahun
masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubemur dan Wakil
Gubemur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
yang bersangkutan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk :

a. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang
dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena
perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka t huruf n, dengan ketentuan:

a. Belum pemah menjabat sebagai Gubemur untuk Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Pemalangl

b. Belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubemur untuk Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Pemalang; dan

c. Belum pemah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil
Bupati Pemalang.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka I huruf o, dengan ketentuan:

a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau

Wakil Walikota di kabupaten&ota lain;

b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

mencalonkan diri sebagai Gubemur atau Wakil Gubemur di provinsi yang

lain.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf q, meliputi:

a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana, yaitu suami atau istri
dengan Petahana; atau

9

10

11

7.

8.
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b. Tidak memiliki hubungan daral/garis keturunan I (satu) tingkat lurus ke
atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mernra./ibu mertua dengan petahana; atau

c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan I (satu) tingkat lurus ke
bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; atau

d. Tidak memiliki hubungan darah./garis keturunan ke samping, yaitu
kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana.

12. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1l berlaku untuk calon Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten yang sama;

13. Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka 12, tidak berlaku
apabila telah melewati jeda I (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d.

PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU
Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20o/o (dua
puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pemalang ata.u 25oh
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2014.

c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan
Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit
25Yo (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku
bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014.

d. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, dengan rumus:
1) Syarat pencalonan : jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 x 201100 ; dan
2) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 x 25/100;
3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka

1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan
pembulatan ke atas.

e. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a,

berpedoman pada:
l) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor:

4llKpts/KPU-Kab-012.32933612014 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Pemilihan Umum Tahun 2014;
2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor:

45/KptsiKPU-Kab-012.32933612014 tentang Penetapan Perolehan

Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Pemilihan Umum Tahun 2014;

f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

huruf a, disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang,

Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pemalang dan Panwas

Kabupaten.

g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1

(satu) Pasangan Calon.

B.
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h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain unnrk
melakukan penggabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.

i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan
dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.

j. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, tidak
dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik
lainnya.

k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tetah mendaftarkan
Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik
dukungannya sej ak pendaft aran.

l. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik
dukungan dan/atau menarik Calon dan/atau Pasangan Calon yang
telah didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut
dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan
tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.

m. Calon dan/atau Pasangan Calon yang sudah menandatangani
kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KpU Kabupaten,
tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

n. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
huruf m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai politik
yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan
Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dinyatakan secara
terflrlis bermaterai cukup, ditandatangani oleh masing-masing Ketua
dan Seketaris Partai Politik.

p. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah
dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan
dengan Keputusan KPU Kabupaten.

b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a,

didasarkan atas Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)
yang disampaikan oleh Pemerintah melalui KPU.

c. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang apabila memenuhi syarat dukungan
paling sedikit 6,5Yo (enarn setengah persen) dari jumlah penduduk
Kabupaten Pemalang.

d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten
Pemalang.

e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf
d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

f. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d dan huruf e
hanya diberikan kepada I (satu) Pasangan Calon Perseorangan.

g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud

dalam huruf f adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai

Pemilih.
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BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN

CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
l. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan

Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan
kepada KPU Kabupaten.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media
massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KpU
Kabupaten.

3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan selama 14
(empat belas) hari.

4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka l, mencantumkan :

a. Keputusan KPU Kabupaten Pemalang mengenai ketentuan persyaratan
jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 huruf c, huruf d
dan huruf e;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan
kepada KPU Kabupaten;

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

5. Pasangan Calon Perseorangan wajib memenuhi persyaratan pencalonan
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 huruf c, huruf d dan
huruf e.

6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5
dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Kabupaten
Pemalang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil bupati Pemalang Tahun 2015.

7. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud
pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIB.

8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berupa surat
pemyataan dukungan dan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan
rekapitulasi jumlah dukungan.

9. Surat pemyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dapat
menggunakan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan.

10. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pemyataan
dukungan secara perorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan calon Perseorangan wajib
menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.l -KWK
Perseorangan, dilampiri swat pemyat&m dukungan yang telah dihimpun,
berisi data :

a. nomor induk kependudukan,
b. alamat,
c. rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW),
d. desa./kelurahan.

e. kecamatan,
f. kabupaten/kota,
g. tempat dan tanggal lahir/umur,
h. jenis kelamin; dan

i. status Perkawinan.
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1L Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat berupa :

a. Kartu Tanda Penduduk;
b. Kartu keluarga berlaku untuk I (satu) pendukung;
c. Paspor; atau
d. Identitas lain.

12. Surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada
angka 11 huruf d, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

13. Pasangan Calon peseorangan menlusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan
menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap
desa,/ke lurahan dan kecamatan.

14. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan surat pemyataan dukungan dan
rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, dalam
bentuk softcopy dan hardcopy.

15. Softcopy sebagaimana dimaksud dalam angka 14 merupakan file asli yang
dimasukkan dalam CD.

16. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angka I dalam bentuk hardcopy.

17. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dikelompokkan
berdasarkan wilayah desa./kelurahan, dengan ketentuan :

a. Daftar nama dalam Surat Pemyataan Dukungan disusun berurutan per
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

b. Foto copy identitas kependudukan pendukung disusun sesuai dengan
daftar nama dalam surat pemyataan dukungan sebagaimana dimaksud
huruf a;

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendukung hanya pada bagian
yang memuat identitas ditempel dalam lembar kertas ukuran folio dan
memuat paling banyak 10 foto copy KTP; atau

d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) berlaku untuk 1 (satu) nama pendukung
dan diberi tanda lingkaran pada nomor urut, disusun sesuai dengan daftar
nama dalam surat pemyataan dukungan;

e. Dalam hal Kartu Keluarga (KK) terdapat lebih dari 1 (satu) nama
pendukung, dapat difoto copy untuk pendukung lain dalam Kartu Keluarga
tersebut sebagaimana huruf d.

18. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud
pada angka 14 dan angka 16, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap

salinan kepada KPU Kabupaten;
b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS

melalui PPK;
c. I (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah

memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan

cap basah.

19. Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan

angka 18, KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan untuk

diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan .

B. PENELITIA]\ DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri

dari:
a. Penelitianadministrasi;
b. Penelitian faktual.
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2. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen
dukungan Pasangan Calon dengan cara:
a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran

yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.l -KWK Perseorangan;
b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan
- persebaran yang terdapat dalam softcopy dengat hardcopy sebagaimana

Formulir Model B. I -KWK Perseorangan;

3. Dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara
softcopy dan hardcopy, KPU Kabupaten menyusun Berita Acara dan Tanda
Terima.

4. Dalam jumlah minimal dukungan dan persebaran antaru softcopy dan
hardcopy tidak sesuai, KPU Kabupaten menyusun Berita Acara dan
mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki
pada masa penyerahan dokumen dukungan.

5. Dalam hal Pasangan calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan
persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, I(pU
Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi
syarat.

6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses
penelitian dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan
menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon
perseorangan.

7. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda
terhadap Pasangan Calon perseorangan.

8. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 terjadi apabila :

a. I (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu)
Pasangan Calon atau;

b. I (satu) orang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada
1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8
huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian Faktual.

10. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka I
hurufb, dukungan hanya dihitung 1 (satu).

I l. KPU Kabupaten menyusun Berita Acara hasil penelitian dukungan ganda.

12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada angka I 1 kepada :

a. Pasangan Calon perseorangan; dan
b. PPS melalui PPK.

13. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui
PPK.

14. Sejak I(PU kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS

sebagaimana dimaksud dalam angka 13, pendukung Pasangan calon tidak
dapat menarik kembali dukungannya.

15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat

belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13.

I 6. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup :

a. Penelitian keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.I-KWK
Perseorangan.

b. Penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas

kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya'

Sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 I .
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c. Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan.
d. Penelitian kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir

B.1-KWK Perseorangan.
e. Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah adminishasi

PPS.
f. Penelitian Identitas Kependudukan lainnya untuk memastikan pemenuhan

syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
g. Syarat usia minimal pendukung sebagaimana dimaksud huruf f adalah

sudah berusia l7 (tujuh belas) tahun pada tanggal 9 Desember 2015

1/. Dalam Hal formulir Model B.I-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di

/ atas materai oleh pasangan calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada
- 
J7 angka 16 huruf a. dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak

\* mpnggugurkandukungan.

18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.I-KWK
Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud
pada angka 16 huruf b dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

20. Dalam hal pada fomulir Model B. l -KWK Perseorangan tidak dilengkapi
dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka
16 huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS,
sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon
Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut
sesuai dengan desa,&elurahan.

22. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai dukungan tersebut dicoret dan
dinva [idak memenuhi syarat.

PPS menyusun Berita Acara hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada angka l6 dengan menggunakan Formulir Model BA.3.1-KWK
Perseorangan.

24. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana

dimaksud pada angka 23 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
a. 1 (Satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
b. I (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan

setiap Pasangan Calon;
c. 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;
d. I (Satu) rangkap PPL;
e. I (Satu) rangkap arsip PPS.

25. PPS menyampaikan I rangkap Berita acara penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud angka 24 huruf a melalui Tim Penghubung tingkat

desa/kelurahan.

26. Dalam hat tidak terdapat Tim Penghubung tingkat desa/kelurahan, PPS

menyampaikan Berita Acara hasil penelitian administrasi kepada Tim

Penghubung tingkat kecamatan melalui PPK atau kepada Tim Penghubung

tingkat kabupaten atau pasangan calon melalui KPU Kabupaten.

2?. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada

angka 16, PPS melakukan penelitian faktual.

28. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 25, dilakukan

untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon

perseorangan.
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29. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petug.ls
peneliti dari Rukun Tetangga (RT),&.ukun Warga (RW) setempat sesuai
kebutuhan.

30. Penelitian faktual oleh PPS dilakukan dengan cara mendatangi setiap tempat
tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif
untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta
dukungannya kepada Pasangan Calon.

31. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang
bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

32. Dalarr, hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya,
pendukung mengisi Formulir Model 8.3-KWK Perseorangan, dan namanya
dicoret dari daftar dukungan.

33. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi
yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK
Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

34. Dalam hal seorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan
Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

35. Dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal
pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

36. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan. PPS dapat
meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.

37. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian
dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan
tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung dan yang
tidak didukung, serta mencoret nama pendukung dalam daftar nama
pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.

38. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta Kepala Desa/Lurah
untuk menandatangani Formulir Model B.I-KWK Perseorangan dan
membubuhkan cap/stempel desa/kelurahan di atas tanda tangan.

39. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan
penelitian faktual.

40. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka

33, PPS melakukan penelitian penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi
dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon
menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa,4(elurahan pada waktu dan

tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran

dukungan.

41 . Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon tidak
dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka

38, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.

42. Dalarr hal pendukung tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung

ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir

penelitian faktual.

43. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada angka 40, dukungan Pasangan Calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut

dicoret dari daftar dukungan.

44. PPS wajib menuangkan Hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka

28 sampai dengan angka 41 ke dalam Formulir Model BA'3'2-KWK

Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS'

45. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam

argka 42 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
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a. 1 (Satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;

b. I (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan
setiap Pasangan Calon;

c. 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;

d. 1 (Satu) rangkap PPL;

e. 1 (Satu) rangkap PPS.

46. PPS menyampaikan I rangkap Berita acara penelitian factual sebagaimana
dimaksud angka 43 huruf a melalui Tim Penghubung tingkat desa,/kelurahan.

47. Dalan hal tidak terdapat Tim Penghubung tingkat desa&elurahan, ppS

menyampaikan Berita Acara hasil penelitian factual kepada Tim Penghubung
tingkat kecamatan melalui PPK atau kepada Tim Penghubung tingkat
kabupaten atau pasangan calon melalui KPU Kabupaten.

48. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil
penelitian administrasi dan faktual oleh PPS di wilayah kerjanya paling lama 7
(tujuh) hari setelah menerima Berita Acara dari PPS sebagaimana dimaksud
dalam angka 43 huruf b.

49. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 46 dihadiri oleh :

a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
b. Panwas Kecamatan; dan
C. PPS

50. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat
mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

51. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 48 dapat diterima,
PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-
KWK Perseorangan.

52. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 48 tidak dapat
dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak
dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima,
Pasangan Calon atau Tim penghubung mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK
Perseorangan.

53. Hasil rekapitulasi j umlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 46,
dituangkan dalam berita acara Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

54. Berita Acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 51, dibuat
dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
a. I (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon;
b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;
c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;

d. I (Satu) rangkap arsip PPK.

55. PPK menyampaikan 1 rangkap Berita acara hasil rekapitulasi jumlah

dukungan sebagaimana dimaksud angka 52 huruf a melalui Tim Penghubung

tingkat kecamatan.

56. Dalam hal tidak terdapat Tim Penghubung tingkat kecamatan, PPK

menyampaikan Berita Acara hasil rekapitulasi jumlah dukungan kepada Tim

Penghubung tingkat kabupaten atau pasangan calon melalui KPU Kabupaten'

57. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan

berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya

paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK

iebagaimana dimaksud dalam angka 52 huruf b

58. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 55 dihadiri oleh :

a. Pasangan calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kabupaten;
c. PPK.
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59. Pasangan calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat
mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

60. Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 57 dapat diterima,
KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model
BA.5. l-KWK Perseorangan.

61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 57 tidak dapat
dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak
dapat menerim4 Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Formulir
Model BA.5. I -KWK Perseorangan.

62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 56
dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA.5 -KWK
Perseorangan.

63. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 56, dibuat dalam
rangkap 3 (tiga), yaitu:
a. I (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon.
b. I (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten;
c. I (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten.

64. Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Calon Perseorangan
mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan
sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi
syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

65. Pasangan Calon atau salah satu Calon Perseorangan yang mengundurkan
diri sebagaimana dimaksud pada angka 62, tidak dapat diusulkan sebagai
Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

66. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa
penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan,
dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak bakal calon
tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.

67. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud
dalam angka 64 kepada masyarakat.

68. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 65 dilakukan paling lama 2
(dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.

69. Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan menarik dukungannya sampai

dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

70. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen pengganti calon diterima.

71. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian

administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dan penelitian faktual

sebagaimana dimaksud dalam angka 25, dukungan tidak dapat diajukan

sebagai calon dan/alu Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai

politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMANDANPENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan

kepengurusan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan

calon.
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2. Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka I menyampaikan salinan
keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi
dan/atau kabupaten kepada pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa
pendaft aran Pasangan Calon.

4. Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat menyampaikan salinan keputusan
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada
KPU sesuai dengan permintaan KPU.

5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada
angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi dan/atau KPU
kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak
dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta
kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten kepada pimpinan Partai Politik
tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan calon.

7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 dan angka 6 Partai politik tidak dapat mendaftarkan
Pasangan calon.

8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi
dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4, ata.u

angka 6 menjadi pedoman bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam
penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik
tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses
penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten
menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari
Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.

10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
angka 9 terdapat penetapan pengadilall mengenai penundaan pemberlakuan

keputusan Menteri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tidak dapat menerima
pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan

keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.

11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam

angka 10 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dan kepengurusan Partai politik yang bersengketa melakukan kesepakatan

perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai politik sesuai

peratuan perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima
pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri
tentang penetapan kepengurusan Partai politik hasil kesepakatan perdamaian.

KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media

massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai

dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab-012.32933612015
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

12

13. Dalam Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

dalam angka 12 dicantumkan :

a. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf
B angka t huruf a dan Bab II Huruf B angka 2 huruf a;

b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;

c. Tempat penyerahan.

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



-17-

14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah
hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 12.

15. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan
paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon
kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam angka 14.

17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :

a. ketentuan BAB II huruf B angka I huruf b dan hurufc;

b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang
persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan

c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan
Partai politik tingkat Kabupaten.

18. Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten
selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14.

19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 16 dan angka l8 wajib hadir pada saat pendaftaran.

20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon
atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat hadir pada
saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon
Perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran
tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang
diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
perseorangan;

b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 17

huruf a;

c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana

dimaksud dalam angka l7 huruf b dan huruf c yaitu :

1) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang

menandatangani surat keputusan Partai Politik sesuai tingkatannya

dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh

KPU.

2) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten

yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman

pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan
-Bupati 

dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU

Provinsi.

d Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan

huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau
'Guburrgan Partai politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran

formulir Model TT.I-KWK yang berisi :

1) nama Patai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

Pasangan Calon;

2) nomor dan tanggal keputusan pimpiryn P.1t{ Politik tingkat Pusat-' 
aurrluou keputiian pimpinan Partai Politik tingkat provinsi' dalam
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hal terdapat perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada
huruf c;

3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan partai politik tingkat pusat
tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus
Partai Politik tingkat Provinsi atau pengurus partai politik tingkat
Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal atau n,una lain Pimpinan partai politik tingkat pusat;

4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon;

5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon serta alamat dan nomor
telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor
Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan

Calon;

6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan Calon;

e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran
serta persyaratan pasangan Calon perseorangan;

f. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KpU
Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan Calon Perseorangan menggunakan tanda terima pendaftaran
formulir Model TT.I-KWK, yang berisi :

1) nama lengkap Pasangan Calon;

2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon;

3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;

a) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan Calon;

5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan pasangan

Calon;

g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, kecamatan dan
tingkat desa,&elurahan;

h. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda
tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan Calon;

i. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan
Calon Perseoranganl

j. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon
atau kepada Pasangan Calon Perseorangan;

k. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
kepada Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU
Kabupaten.

22. KPII Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan

pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali

terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

23. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan,

KPU Kabupaten hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan

oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah

sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
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24. Dalam hal Pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai Politik tingkat
Provinsi atau tingkat kabupaten yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud
dalam angka 8 memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) pasangan

Calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan
Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai politik tingkat pusat.

25. Dalam hal terdapat perubahan kepengurusan tentang Partai Politik tingkat
pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten setelah
pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan partai
Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

26. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen
perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam angka 25.

27. Perubahan kepengurusan Partai politik sebagaimana dimaksud dalam angka 25
tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan
Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan
sebagaimana dimaksud pada angka 17, KPU Kabupaten menyatakan tidak
menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan
mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai politik
atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

29. Parlai Politik atau Gabungan Partai politik yang pendaftarannya tidak diterima
sebagaimana dimaksud angka 28 dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan
memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam angka
17.

30. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai
Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat
tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai
Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik
pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.

31. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai politik sebagaimana
dimaksud dalam angka 30 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan
dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai politik pengusul, dan

disaksikan Panwas Kabupaten.

32. Dalam hal terdapat I (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai
Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Parui Politik tingkat Pusat

tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan I (satu) atau lebih
Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai

Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik
tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud

dalam angka 17, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon dari

Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CALON

1 Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana

dimaksud dalam huruf A angka 21 huruf a wajib disampaikan kepada

KPU Kabupaten terdiri atas:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Seketaris Pimpinan

Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya

menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
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b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan
beserta lampirannya;

c. surat pemyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon,
sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud
dalam BAB II huruf A angka l, huruf a, huruf b, huruf m, huruf n,
huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u
menggunakan Formulir Model BB. 1 -KWK;

d. surat pemyatrurn sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

l) tanda terima penyerahan suat pengajuan pengunduran diri bagi
bakal calon yang berstatus Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati,
Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan
diri di daerah lain; dan

2) Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses
bagi Bakal Calon yang berstatus Gubemur, Wakil Gubemur,
Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri di daerah lain.

e. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

1) Surat Pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; dan

2) Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

1) Fotokopi surat pengunduran diri; dan

2) Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan
pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai

Negeri Sipil.

g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

1) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan

2) surat keterangan bahwa pemyataan berhenti dari jabatan telah

diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagi Bakal calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah'

h. Surat pemyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi

keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon

yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi'/KlP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota.

i. surat keterangan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Larena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tingg{ Bakal Calon

sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka t huruf f;

j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
' putusan p"ngludiluo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

i-i p"rguOiun negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

-20 -
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tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka I huruf g;

k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon
pemah/tidak pemah melakukan perbuatan tercela sebagaimana
dimaksud dalam BAB II huruf A angka t huruf h yang dikeluarkan
oleh Kepolisian Resort untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal
Calon yang bersangkutan;

1. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara
negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta
kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan
persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A
angka I huruf i;

m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon
sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud
dalam BAB II huruf A angka I hurufj;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan penyaratan Calon
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka I huruf k;

o. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal
Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal
Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan
pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang
bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka t huruf l;

p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal
Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan

Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon

bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model
BB.2-KWK;

q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

r. fotokopi Ij azahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bulli pemenuhan

persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A
angka I huruf c;

s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang

ditandatangani Pasangan Calon;

t. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, kecamatan, dan'/atau

desa/kelurahan;

u. Rekening Khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Huruf A-angka 2l huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh

Partai politik atau Gabungan Partai Politik;

v. Rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Huruf A angka 21 huruf I bagi pasangan Calon Perseorangan;

w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4.x 6 cm berwama 4
'(ernpat) lembar dan hitam putih 4 (empa| lembar' serta foto Bakal
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Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak
2 (dua) lembar beserta softcopy.

x. Bagi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 4
huruf a wajib menyerahkan :

l) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai
dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan Calon
dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga
pemasyarakatan;

2) Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka
dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada
surat kabar lokal/nasional; dan

3) Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang
bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang sebagaimana
dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 5 huruf b dari Kepolisian
Resort untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

y. Bagi calon yang pemah dipidana penjara karena kealpaan ringan
(culpo levis) dar/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam
BAB II Huruf A angka 4 huruf b dan huruf c wajib menyerahkan
surat keterangan dipidana karena kealpaan ingan (culpa levis)
dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
menjatuhkan putusan.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud
pada angka t huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau
para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah
Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik
yang sah.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud
pada angka I huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal
Pasangan Calon Perseorangan.

Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Potitik sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf a
meliputi:

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan
Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B. I-KWK Parpol;

b. surat pemyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung
untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model
B.2-KWK Parpol;

c. surat pemyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses
Pemilihan menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol;

d. surat pemyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan
program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris atau sebutan lain atau oleh para Ketua dan Seketaris
Gabungan Partai Politik atau sebutan lain menggunakan Formulir
Model B.4-KWK Parpol; dan

e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen
tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan Calon;

f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana
dimaksud dalam augka l.

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam angka t huruf b, meliputi:

J

4

5
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a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka
I huruf a;

b. dokumen dukungan berupa surat dukungan dan lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 8,
menggunakan Formulir Model B. I -KWK Perseorangan;

c. suat pemyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan
program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangr.uran
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon
menggunakan Formulir Model 8.4-KWK Perseorangan;

d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang
ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan

e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon
Perseorangan;

f. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam angka I.

Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB
IV huruf A angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
Pasangan Calon Perseorangan:

a. mendaftarkan Tim Kampanye;

b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1

(satu) bank.

Tata Cara Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a,

berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2015.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan
huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.

Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :

a. 1 (satu) rangkap asli; dan
b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON

7

B

9

A.

1 KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
tingkat Kabupaten untuk :

a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan

keputusan KPU Kabupaten ;

b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk

melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan

keputusan KPU KabuPaten;
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2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan
rohani sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf a kepada rumah sakit
pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan
Calon;

3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf b kepada Pimpinan
Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengususulkan
Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan
Pemeriksaaan kesehatan rohani dan jasmani.

4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menyampaikan
hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten
sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon;

5. Hasil Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4
bersifat Final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

6. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dituangkan dalam
formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam angka 6 meliputi penelitian terhadap :

a. Cap basah Partai politik atau masing-masing gabungan Partai politik
yang bergabung sesuai tingkatarurya;

b. Tanda tangan Pasangan Calon;

c. Materai; dan

d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam peraturan ini.

9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas
sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, wajib menyertakan :

a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau
swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat
Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta./Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah
perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta

tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

10. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan

sekolah lain, fotokopi ij azahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakat

calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pemah berdiri'

11. Dalam hal ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazahlSTTB dari sekolah

bersangkutan.

12. Dalam hal ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon

bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat

keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Instansi atau satuan

te.ju ying merfelenggarakan uruian pendidikan atau pendidikan agama di

Katupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pemah berdiri'
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13. Pengesahan fotokopi ijazah,/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang
bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan unrsan
pendidikan.

14. Pengesahan fotokopi ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah intemasional
dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

15. Pengesahan fotokopi ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang
berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

16. Dalam hal terdapat keraguan dar/atau masukan dari masyarakat terhadap
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon,
KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang.

17. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 16 dalam Berita Acara.

18. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari
setelah penelitian.

19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka
18, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon
dinyatakan belum lengkap dar/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak
pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.

20. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 19
dikecualikan bagi calon atau pasangan calon yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.

21. Dalam hal calon atau pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat
kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba calon atau Pasangan

Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau pasangan calon
baru;

22. Penggantian pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 21

dilakukan pada masa perbaikan.

PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON

1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan
persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada

masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian
diterima.

Pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah

minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU
Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah

pemberitahuan hasil penelitian diterima.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon

Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan Calon dan

menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3

(tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dar/atau persyaratan calon

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, dilakukan

2

3

4
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hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum
memenuhi syarat dar/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 16.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan
dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi
persyaratan Pencalonan dan syarat calon.

C PERBAIKAN SYARAT
PERSEORANGAN

DUKUNGAN PASANGAN CALON

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat
dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana
dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e,
diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama
5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan
ketentuan:

a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari
jumlah kekurangan dukungan;

b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat
berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan
sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan
lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang
alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau
daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi KTP;

c. Pasangan Calon dapat menentukan desa/ kelurahan dan kecamatan
yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana
dimaksud pada angka l, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan, menyerahkan perbaikan dukungan
dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada
KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan berkas Perbaikan dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3,
dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. yaitu:
a. 1 (satu) rangkap fotokopi diserahkan kepada PPS melalui PPK;
b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah

mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf
dan cap basah, untuk arsip;

c. I (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten, untuk arsip

Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU
Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV
angka 2l huruf a, huruf g, huruf h dan huruf i.

Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV
angka 2l huruf h, KPU Kabupaten mencatat penerimium dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan

Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
Penyerahan Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam angka 3, meliputi dokumen:

a. suat pemyataan dukungan yang berisi dat4 meliputi :

l) nama pendukung;

2) nomor induk kependudukan;

I

2

3

4
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3) alamat;

4) RukunTangga(RT)/Rukun Warga(RW);

5) desa./kelurahan;

6) Kecamatan;

7) Kabupaten;

8) tempat dan tanggal lahir/ umur;

9) Jenis kelamin;

10) status perkawinan; dan;

1l) tandatangan atau cap jempol pendukung sebagaimana Formulir
Model B. l -KWK Perseorangan Perbaikan;

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan

dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model 8.2-KWK
perseorangan Perbaikan.

Perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang disampaikan
setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak
dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara
sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIANHASILPERBAIKAN

l. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan persyaratan
Calon

KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap perbaikan
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana
dimaksud dalam huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3, paling lama
7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan
terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap
atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau mendapat laporan
tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan
pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat
laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang
dilaporkan.

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten
atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b
berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU
Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang

berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan

Calon Perseorangan.

Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan

lampirannya.

KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan

menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Pfitai Politik tidak

memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir

masa pebaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

a

b

c

d

e

f.

8.

9.
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Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum
lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen
admnistrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa
perbaikan, pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal
Calon dar/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak
mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Dalam hal Partai politik atau Gabungan Partai Polilik menyerahkan
susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan
Klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya
atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di
tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran
Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan
berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

2- Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi perbaikan
dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2 sampai
dengan angka 12.

Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2
(dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi
sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan
mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan
dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan
penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana
dimaksud dalam huruf C angka L
KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan
ganda bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 7 sampai
dengan angka 14.

PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 15 sampai
dergan angka 22.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada huruf e, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektit
berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dar/atau
Tim Penghubung Pasangan Calon.

Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud huruf f
dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud

dalam BAB III huruf B angka 28 sampai dengan angka 41.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf B angka 44 sampai dengan angka 50.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf B angka 51 sampai dengan angka 57.

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



-29 -

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h
dan huruf i, KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan
syarat dukungan minimal dan persebaran.

Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah
memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU
Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan memenuhi syarat.

Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak
memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU
Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan tidak memenuhi syarat.

1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyamtan pencalonan dan
persyaratan Pasangan Calon serta penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan
dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KpU
Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan
Keputusan KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 2, dikantor KPU Kabupaten.

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesi4 dan Pegawai Negeri Sipil wajib
menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian
dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 1

(satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.

5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang
berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu)

hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.

6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka
4 dan angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7. KPU Kabupaten melakukan Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam rapat pleno.

8. Rapat pleno KPU Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dihadiri
oleh :

a. Pasangan Calon;
b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

Pasangan Calon;
c. Pasangan Calon Perseorangan;

d. Tim Kampanye;
e. Panwas Kabupatenl
f. Media massa; dan
g. Tokoh masyarakat.

J

k

BAB VI

PENETAPAN DAi\{ PENGUMUMAN PASANGAN CALON
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9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut
sebagaimana dimaksud dalam angka 8.

10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak bisa hadir dalam rapat pleno dengan
menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan
nomor urut sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan penandatanganan pada
rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas dari perwakilan Tim
Kampanye.

11. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajib mendapat dan membawa
surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana
dimaksud dalam angka 7.

13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara,
harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda
Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.

14. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar
Pasangan Calon.

15. Penyusunan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 14
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 15 ditetapkan
dengan Keputusan KPU Kabupaten.

17. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang
telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak
penetapan nomor urut Pasangan Calon.

18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
angka 17 bersifat final dan mengikat.

19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan
dan telah diumumkan, digunakan untuk:
a. men),usun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
b. mencetak surat suara;

c. keperluan kampanye; dan
d. dipasang di tiap Tempat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal

pemungutan suara.

20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara
hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada
masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari Pemungutan Suara, dengan
difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta
Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 20,
Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk
mengumumkan.

22. Pafiai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan
Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17.

23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam ar,gka 22 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

24. Pafiat Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon
dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon
dar/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam
angka 24 dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan dan diberitahukan kepada
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Pasangan Calon dengan Tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dan diumumkan kepada masyarakat.

26. Pafiat Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada angka 25, dinyatakan gugur dengan keputusan
KPU Kabupaten

27. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam angka 25
tidak mengubah nomor urut Pasangan yang lain yang telah ditetapkan.

28. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.

29. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
pada angka 27 , dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

30. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, pasangan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau
Gabungan dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka l, meliputi keadaan :

a. meninggal dunia; atau
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka
2 huruf a,dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa;

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara pennanen
sebagairnana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;

5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana
dimaksud dalam angka I dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :

a. Sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon;

b. Sebelum penetapan Pasangan Calon;
c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti
paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan
berhalangan Tetap.

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya
kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada
calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik tetap dinyatakan sah.

9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5

huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pengusulan Calon
atau Pasangan Calon pengganti.

10. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana
dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon
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paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau
Pasangan Calon Pengganti.

1 I . KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
angka 10, kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 8 (delapan) hari sejak
diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.

12. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 Calon atau
Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan Calon
pengganti.

13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
angka 12 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan Calon lain.

14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
angka 12 dan mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua)
pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

15. Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dibuka paling lama 3
(tiga) hari.

16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan
suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2
(dua) Pasangan calon atau lebih, I(PU Kabupaten melanjutkan Tahapan
Pemilihan;

17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud
dalam angka 16 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan
Calon Pengganti.

18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud
dalam angka 17 ditetapkan dengan Keputusan I(PU Kabupaten.

19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan
suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap
yang mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU
Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.

20. Penundaaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
angka l9 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

27. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 20, Partai politik
atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan
tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3
(tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.

22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka

21 dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti
yang diajukan.

23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan
kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau

Gabungan Partai politik tetap dinyatakan sah.

24. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana

dimaksud dalam angka 2l paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat
pengususulan calon atau pasangan calon pengganti.

25. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
angka 24 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon
atau Pasangan Calon Pengganti.
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26. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 24, cd,on
atau Pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, pimpinan
Partai politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau
pasangan calon pengganti.

27. Dalam hal terjadi keadaaan sebagaimana dimaksud dalam angka 26 yang
mengakibatkan pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KpU Kabupaten
membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 27 dibuka paling lama 3
(tiga) hari.
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BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam
bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses Pencalonan Bupati
dan Wakil Bupati;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima
imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada
periode berikutnya di daerah yang sama.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses
pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, maka penetapan sebagai
Pasangan Calon peserta pemilihan atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai
Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.

Setiap partai politik atau gabr.rngan partai politik yang terbukti menerima
imbalan sebagaimana dimaksud pada angka l, dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan,
apabila:
a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

c. Pasangan Calon terbukti menerima danJalat memberikan imbalan pada
proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau
elektronik berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten.

e. Melakukan penggantian pejabat dan mengenakan progr.arn serta kegiatan
Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan
sebagai Petahana.

3
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I Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
angka 7, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang
lain.

BAB IX

PENUNDAAN

L Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan Calon hanya
terdapat I (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar,
Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.

2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon tidak ada atau hanya I (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan,
KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

3. Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi
Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan.

4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 KPU Kabupaten menetapkan
penundaan tahapan pencalonan.

5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4, diberitahukan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan
melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubemur kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dengan dilampiri
Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan tahapan, pro$am, dan jadwal
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam BAB VIII angka 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon
kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan.

7. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3
(tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan
tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari
yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten
yang bersangkutan.

9. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan
KPU Kabupaten.

10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang
mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari
pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda
pelaksanaan pemungutan suara.

11. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3
(tiga) hari sej ak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.

12. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 mengakibatkan
tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari
yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan.

13. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan dengan Keputusan
KPU Kabupaten.
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KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen
pendaftarannya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat
disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman pasangan Calon pada
laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai
dengan masa penelitian hasil perbaikan.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada aigka 2,
dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara Pemilihan antara Pasangan Calon dengan KpU
Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KpU Kabupaten tentang
Pasangan Calon peserta Pemilihan.

2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1

diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.

3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan panwas Kabupaten, dapat
diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang tentang Pemil ihan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN.LAIN

1 Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, pegawai
Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KpU/KIp Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, panwas
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan
penyelenggara Pemilihan dan pengawas pemilihan dilarang memberikan
dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti
adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dukungan dimaksud
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan
dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana
teknologi.

Dalam hal Partai Polilik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai
Politik baru dengan badan hukum yang baru, KpU Kabupaten meminta
pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik
atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan Calon, wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang
dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

2
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5

BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT
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Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, waj ib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan
dengan tanda terima pemberitahuan.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazahlSurat
Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua
jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KpU
Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan
ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan
ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak
memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal l7 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ABDULHAKIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATE ANG
Kepal ukum

(

i=7
\//

t/o

=Z

SMU
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DAFTAR PORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2015

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMoR : 37lKpts/KPU-Kab-o12.329336120t5
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-O72.329336 / 2ots
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA

PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

Surat Pemyataan Calon Bupati dan Wakil
Bupati

Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan
Wakil Bupati

2. Model BB.2-KWK

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol Surat Penca-lonan Bupati dan Walil Bupati

2. Model B.I-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Pusat Tentang Persetujuaa Pasangan Calon
Bupati darr Wakil Bupati

3. Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai
Politik/ Gabungan Partai politik dalam
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

4. Model 8.3-KWK Parpot Surat Pernyataan Kesepatatan Antara
Politik/ Gabungan Partai Politik Dengan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi,
Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati
dalr Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

5. Model B.4-KWK Parpol

C. Syarat
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C. Syarat Pencalonal dari perseorangan

1. Model B-KWK Perseoralgan

Model B.I-KWK
Perseorangan

Model B.2-KWK
Perseorangan

Model B.3-KWK
Perseorangan

Model B.4-KWK

Perseorangan

D. Berita Acara Perseorangan

Model BA.I-KWK
Perseorangan

Model BA.2-KWK
Perseorangan

Model BA.3.1-KWK
Perseorangan

Surat Pencalonan Pasarrgan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari
Perseorangal

Surat Pernyataan Dukungan pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemithan Bupati dan
Wakil Bupati

2

3

4

5

2

Rekapitulasi
Perseorangan

Wakil Bupati

Jumlah Dukungan Calon
Dalam Pemilihan Bupati dan

I

Surat Pernyataan Tidak Mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Surat Pernyataal Kesesuaian Naskah, Visi,
Misi, dan Program pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihal Bupati dan
Wakil Bupati dengan RpJp Daerah

Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal
Dukungan dan Pesebaran pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati

Berita Acara Hasil penelitian Dugaan
Kegandaan Dukungan pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi
Terhadap Dokumen Dukungan pasangan

Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati oleh panitia pemungu.tan

Suara

2

3

4. Model ...
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4 Model BA.3.2-KWK
Perseorangan

5. Model BA.4-KWK
Perseorangan

Model BA.4.I-KWK
Perseorangan

Model BA.4.2-KWK
Perseorangan

8. Model BA.S-KWK
Perseorangan

Model BA.5.1-KWK
Perseorangal

10. Model BA.S.2-KWK
Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Faktual
Terhadap Dukungal Pasangan Ca-lon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara

Rekapituiasi Dukungan pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wa-kil Bupati di tingkat kecamatan

Catatan Kejadial Khusus dan/atau
Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi
Dukungan Pasangan Calon perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
tingkat kecamatan

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecarnatan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Walcil Bupati di tingkat kabupaten/kota

Catatan Kejadial Khusus dan/atau
Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi

Dukungan Pasalgan Ca_lon perseorangan

dalam Pemilihan Bupati darr Wakil Bupati di
tingkat kabupaten/ kota

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kabupaten/kota

E.Berita...
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E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK dan
Lampiran Model BA.Hp-
KWK

2. Model BA.HP Perbaikan-
KWK dan Lampiran Model
BA.HP Perbaikan-KWK

4

Berita Acara Hasil Penelitian persyaratan

Administrasi Dokumen persyaratan

Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Berita Acara Hasil Penelitian perbaikan

Persyaratan Administrasi Dokumen
Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan
Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati

Tanda Terima PendaJtaran
Bupati dan Wakil Bupati

Pasangan Calon3. Model TT.1-KWK
Lampiran Model
KWK

4. Model TT.2-KWK
Lampiran Model
KWK

dan
TT. 1.

dan

Tt.2-

L

Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasarrgan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati
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MODEL BB.1- KWK

SURAT PER]TTATAAN
CAI,ON BUPATI/trIAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama

b. NIK

c. Jenis kelamin

d. Peke4'aan

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur

f. Alamat tempat tinggal

tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Ttrhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau wakil Bupati
Pemalang Tahun 2O15;

4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau wakil Bupati selama 2 (dua)
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

5. belum pernah menjabat sebagai :

a. Gubernur untuk calon wakil Gubernur, calon Bupati, calon wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

b. wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon wakil Bupati, caton walikota,
atau Calon Wakil Walikota; dan

c. Bupati atau walikota untuk calon wakil Bupati atau calon wakil
Walikota;

7 tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami,
istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung,
menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat
Walikota;

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
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B. KHUSUS**)

1. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah
lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran
melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan
salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah
diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan
pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling
lambat I (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.

2. memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD)
bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati *) dengan
melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat/ Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah*).

3. mengundurkan diri sebagai

anggota Tentara Nasional Indonesia,

C

a

b

Pegawai Negeri Sipil

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dan pada saat pendaftaran
melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dan salinan surat
keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan
pemberhendannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan
pemberhentian yang ditandatangi oleh pejabat yang berwenang paling
lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.

berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran
melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan
salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah
diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan
pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling
lambat I (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.

berhenti sebagai Anggota KpU, KpU provinsi/KIp Aceh, KpU/KIp
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas Kabupaten/Kota
sebelum pembentukan ppK dan ppS, dengan melampirkan keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang.

4

5

tr

tr

tr

tr
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Demikian surat pemyataan
digunakan sebagaimana mestinya.

ini dibuat dengan sebenarnya untuk

MATERAI

Keteraagan:
*) pilih salah satu.
**) beri tanda [ { ] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

Yang membuat pernyataaa,
Calon Bupati/Wakil Bupati
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MODEL BB.2 - KWT(

DAFTAR RTWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

Nama t engkap

Tempat/Tangga-l Lahir
NIK

Usia
Alamat Tempat Tinggal

Email

Jenis Keiamin Laki-laki/ Perempuan *)

Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin/ Pernah Kawin )

NPWP

Hobi
Moto Hidup

A. Data Pribadi

B. Riwayat Pendidikan **)

Jabatal Institusi Tahun

Pendidikan Formal

Jenj ang Institusi Tahun (masuk - lulus)

Pendidikan Informal

Jenj ang Institusi Tahun

C. Pengalaman Peke4'aan **)

Agama
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D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan Institusi Tahun

E. Publikasi **)

F. Penghargaan "*)

Nama Penghargaan Institusi Tahun

G. Data Keluarga

Judul Tahun Terbit

Istri/ Suami
Jumlah Anak
Anak 1

2
3. dst ...

Ayah
Ibu
Jumlah Saudara
Kan
Saudara Kand I

2
3. dst .

Ibu Mertua
Menantu 1

2
3. dst ...

I 1

2
3. dst ...

Paman 1

2
3. dst ...

Bibi 1

2
3. dst...

HITBUNGAN
KELUARGA NAMA

Ayah Mertua
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H. Lainlain:

Daftar riwayat hidup ini
sebagaimana mestinya.

dibuat dengan sebenamya untuk digunakan

Yang Membuat pemyataan,

Calon Bupati/Wakil Bupati

Materai

Keteranean l
*) coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal
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MODEL B-KWK
PARPIOL

SURAT PENCALONAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peratura, Komisi pemilihan Umum,
bersama ini didaft.arkan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati *) oleh Dewan
Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan wilayah/Dewan pimpinan cabang atau
sebutan lain.) Partai

atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

dengan perolehan kursi/suara sah
kursi/ suara *);

2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)

kursi/ suara ");

3. Partai dengan Perolehan kursi/suara sah

1. Partai

kursi/ suara *).

jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak ....... Kursi/Suara*) dan
telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DpRD provinsi/Kabupaten/

Kota*) atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah
hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *) yang didaftarkan :

1. Calon Bupati *) 
:

2. Cdor. Walil Bupati .) :

Demikian Surat Penca-lonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Partai Pottik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partal politlk atau sebutan lain *|

Prorinsi/ Kabupaten/ Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon *l

N4aterai
Ketua

Partai

Sekretaris

(..........................) (..........................tJdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



Partai

Ketua Sekretaris

( )

Partai

Ketua Sekretaris

l

Keteranean:
*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan partai
Politik

(

(..........................)
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MODEL 8.1 KWK
PARPOL

KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAXIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai politik ringkat pusat partai

berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik provinsi

memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Waki-l
Bupati Pemalang Tahun 2O15 :

1. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

Partai

Yang Mengusulkan Pasangan Caloa

Materai

Ketua Umum atau

Sebutan lain*f
Sekretaris Jenderal

atau sebutaa lairr*f

Keteranean :

*) Prlih salah satu

(...............................

)

cap
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MODELB.2-KWK
PARPOL

Partai

SURAT PERNTATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*I

DALAM PEilCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI*I

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan partai politik ringkat Kabupaten

atau Gabungan Partai Politik) Kabupaten

. yang meliputi :

1. Partai

2. Partai

3. Partai..............

menyata-kan :

1. Sepakat untuk mengusulkan Pasangaa Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

2. tidak akan

diusulkan,

menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah

sebagaimana dimaksud da-lam Surat Pencalonan (Model B-KWK pARpoL) atas nama :

Calon Bupati :

Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pemyataan

sebagaimana mestinya.

ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakan

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *f/

Gabungan DPD/DPC Partai politik atau sebutan lain *)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota*f

Yang MengaJukan Pasangan Calon *)

Materai

Ketua Sekretarls

Partal

1.........-....-...........1 I........ -........... -..... I
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Partai

Ketua Sekretaris

Partai

Ketua Sekretaris

( ( )

Keterangaa:
*) pilih salah satu

Catatan:
Setilp halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Pottik atau Gabungan partai
Politik

(..........................1 (..........................1
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SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAJ FOLITIK/GABUNGA.IT PARTAJ POLITIK*I

DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI *

Yang bertanda tangal dibawah ini:

1. Partai ;dan

2

J Partai

1. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti
Bupati dan Wakil Bupati sesu al

proses
dengan

Pemilihan
ketentuan

Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Partai Polittk atau sebutan latn *)/

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan laln *)

Provinsi/ Kabupaten / Kota*f

Yang Mengajukan Pasarrgan Calon *)

Materai

Ketua Sekretaris

Ketua

Partai

Sekretaris

MODELB.S.KWK
PARPOL

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Partai

(..........................) (..........................t

1..........................t 1..........................tJdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



Partai

Ketua

Calon Bupati *l

Pasangan Calon

Sekretaris

Calon trIakil Bupatl *l

)

)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:
Seti?p halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan partai
Politik

(..........................)

(..........................t
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MODELB.+KWK
PARPOL

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan partai politik Tingkat Kabupaten
Partai atau Gabungan Partai Politik Kabupaten

1. Partai .... dan

2. Partai .......... dan

3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Partai Politik atau sebutalt ta *l/

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutaa laln *)

Provinsl/ Ilabupater/ Kota*l

Yang Mengajukan Pasangan Calon *f

. yang meliputi:

Materai
Sekretaris

SURAT PERITTATAAN KESESUAIAN
NASKAII VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CATI)N BUPATI DAN

WAIilL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

Partai

Ketua

(..........................) (..........................)
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Partai

Ketua Sekretaris

Partai

Ketua Sekretaris

( )

Keterangan:
*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik

(..........................) (..........................)

(..........................)
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MODEL B-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

BTIPATI DAN UIAXIL BT'PATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihan

Umum, bersama ini kami:

1. Nama Calon Bupati

2. Nama Calon Wakil Bupati

Mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

dengan keseluruhan jumlah pendukung

orang (...........%l dari jumlah penduduk

Kabupaten yang tersebar di o/o

Kecamatan di Kabupaten ........................., sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 23 lKpts lKpU-Kab-
o12.329336 I 2Or5.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon

Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil
penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KpU Kabupaten

serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan

Komisi Pemilihan Umum.

Calon Bupati Calon Waur Bupati

Materai

Keterangan :

*) pilih salah satu
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MODELB.I-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNTATAAN DUKUNGAN PASANGAN CAIPN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN trIAXIL BUPATI

Kelurahan/ Desa*)

Kecamatan

Kabupaten/ Kota*)

Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/ kami*) :

I 2 3 4 5 6 7 8 9

l{o NoDa NIK
Jenls

Kelarrln RT/
RW

Alamat TTLIUmur
Belum/Sudah/
Pernah K.eritr

{B/S/Pl
ffDl Cap
JdiiiPot ,,,r',
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No Narra NIK JeBtg
Nelalda Alamat RT/

RW
TTL/UEur

Belum/Sudah/
Pernah Kawin

lBls/Pl .

TTDI Cap
Jempol

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



dan

seterusnya

dengan ini menyatakan deng€rn sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pemalang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2015, atas nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Surat pemyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas

kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan

ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini,

saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/ atau Undang-Undang

Hukum Pidana.

Calon Bupati Cdon Wakil Bupati

Materai,

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain*|

Keteranean :

*) pilih salah satu
**) diisi setelah PPS melakukan penelitian fahual, ppS meminta tanda tangan

Kepala Desa/sebutan lain/ Lurah setempat sesuai wilayah ke{anya

}{o Nama NIK
Je!rl5

Kelarlitl AIamat RT/
RW TfL/Umur

Belum/Sudah/
Pernah Kaw_itr

tBls/PI'r'',
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MODEL B.2-KWK
PERSEIORANGAN

REKAPITULASI JIIMLAII DUKUNGAN CAION PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAXIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan Komisi pemilihan
Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan
Bupati dan wakil Bupati Pemalang Tahun 2ol5 oleh pasangan calon
Perseorangan, atas nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Jlwa

2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan

3. JumlahKecamatan........

4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangaa tersebar pada

kecamatan (.........%l

Tabel Rekapitulasl Jumlah Dukuagaa Pasangan Calon perseoraagaa

jiwa (.....%)

1 2 3 5

1 t ,.......,,..,.........Jrw4

2 .Jlwa

3. dst...... .Jrwa

2 t .. jiwa

2. ..... ....,.................11wa'

3. dst.

3. dst. .jiwa

2 .....,............... Jlwa

3. dst. ............. Jtwa

No
ldli8i hauya untuk Pilgub)

Nama
NecamateD

t{ama
Kelurahen/DeBr

I

1.

......................jiwa

1. .....................
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2 dst I 1 ..................... Jlwa

2. jiwa

3. dst. jiwa

2 I ......,,..............Jrw4

2 .jiwa

3. dst. jiwa

3. dst. 1 ..................,...Jrw4

2. ................'..,.Jrwa

3. dst. ...,,.................Jrw4

IrIIIIIIII
Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai

(
)

Keterangan :

*) pilih salah satu.
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MODELB.3.KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERITYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEIORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN trIAXIL BUPATI

b

c.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

Nomor KTP/NIK

Alamat

TTL/Umur tahun

Jenis Kelamin

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pemalang,

atas nama:

1. Bupati :

2. Wakil Bupati

dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

tempat yang disediakan pada formuiir ini,

Yang membuat pertryataarl

Keterangan:

d

e

*)pilih salah satu
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MODEL 8.4-KW}(
PERSEORANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program pasangan Calon

Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka panjang (RpJp)

Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digu.nakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati Calon Wakit Bupati

Materai

Kete

*) pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAIMSI, MISI, DAN pROcRAJt[ PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN trIAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH
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MODEL BA.I.KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun dua ribu lima belas bertempat di

KPU Kabupaten Pemalang telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah

minimal dukungan dan pesebaran dukungan pasangan calon perseorangan serta

kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam softcopy dan hardcopy, rmtuk pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 atas nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan

sebagai berikut :

a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukrurgan dan pesebaran yang terdapat

di dalam softcopy;

b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang

terdapat dalam softcopy dengan hardcopy sebagaimana yang terdapat dalam dokumen

dukungan Formulir Model B. I -KWK Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan calon perseorangan Bupati dan wakil
Bupati Pemalang Tahun 2015 sejumlah ...................... orang;

2. Sebaran dukungaa Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di....(

Kecamatan di Kabupaten Pemalang

3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Pereseoran gar. arfrua solicop

dengan hardcopy dinyatakan :
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! a. telah sesuai (isi dengan i)

E b. tidak sesuai (isi dengan !), dan KpU Kabupaten pemalang mengembalikan

dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa

penyerahan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani

oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten pemalang.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. I (satu) rangkap untuk PPS melalui KPU Kabupaten pemalang dan ppK.

3. I (satu) rangkap untuk arsip.

KPU Kabupaten Pemalang

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

ABDUL HAKIM, SHI Ketua

2 MUSTAGHFIRIN, S.PdI Anggota

3 CHAIRUL UMAM, SHI Anggota

4 MAHFUDIN, S.Ag Anggota

5 SUPRIYANTO, ST Anggota

l.
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MODELBA.2.KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal .... bulan Tahun dua
ribu bertempat di........................, KPU
Kabupaten .... telah melaksanakan penelitian dugaan
kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 atas nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten telah
melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) Pasangan

Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1

(satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di
atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebanyak
orang;

2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangarl yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak

orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi

selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang

bersangkutan oleh PPS.

3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon

HASIL PENELITIAN DUGAAN I(EGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CAI,ON PERSEORANGAN DALIT.IU PEMILIHAN

BUPATI DAN WAXIL BUPATI
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perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;

4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi
syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung
Bebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak orang;

Demikian Berita Acara dibuat 4
masing rangkap ditandatangani oleh
Pemalang

Berita Acara disusun masing-masing:

(empat)/5 (lima)*) rangkap, masing-
Ketua dan anggota KPU Kabupaten

(satu) rangkap

1. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

5. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1

disampaikan kepada KPU/ KIP Kabupaten/ Kota*);

KPU Provinsi
KPU/KIP Kabupaten/Kota*f

/KIP Aceh*f atau

NO JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

5 Anggota

Khusus KIP Aceh Anggota

7 Khusus KIP Aceh Angqota

*) pilih salah satu

Keterangan:

NAMA

2.

3.

4.

6.
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MODELBA.3.1-KWX
PERSEORANGAN

BERITAACARA

HASIL PENELITIAI{ ADMIMSTRASI TERIIADAP DoKTn,IEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEOR.ANGAN DAL/I}I PEMILIIIAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal .. bulan Tahun dua
ribu lima belas bertempat di.......... Panitia pemungutan Suara (ppS)
telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati pemalang Tahun 2015
atas nama :

1. Calon Bupati

2. Ca.lon Wakil Bupati

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.I-KWK
Perseorangan;

b. meneliti kesesuaian antara daJtar nama dan alamat pendukung pada
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas
kependudukan;

c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati;

d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir
B. I-KWK Perseorangan;

e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi
PPS;

f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati
yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :
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TABEL I

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

KeteretrErp:
BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

I ng yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidakJumlah penduku

terda t tanda Calon Perseorangan dan atau materai
2 icoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan

yang tertera surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK perseorangan)

tidak sesuai identitas kependudukan

Jumlah pendukung yang d

3 ret karena alamat yang tertera pada identitas
kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan

Jumlah pendukung yang dico

4 icoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas
kependudukannya sebagai lampiran surat pemyataan dukungan (Formulir Model
8.I-KWK Perseorangan)

Jumlah pendukung yang d

5 Jumtah pendukung yang dicoret alamat yang tertera pada identitas
kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi pps

karena

6 icoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat
karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekeqaan sebagai pNS atau
anggota TNI/Potri.

Jumlah pendukung yang d

Jumlah

I Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan
kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-
KWK Perseorangan atrgka 4

Jumlah

2 Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Ta-hun 2Ol5 yang dinya
/iIMSi'

suar(.ttakan tldak

3 pendukung yang dinyatakan belwm memenuhl sgqrqt
fBMS,f dan waJib dilakukan perbalkan pada masa perbalkaa
Jumlah

4 Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2015 yang dinyatakan menenuhl saoirq:t
berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi
No.2)

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon

No Uralan
BMS

"MS

l{o Uraian Jumlah (orangl
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2. I (satu) rangkap untuk PpK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon ;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui ppK;

4. I (satu) rangkap untuk ppl; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip ppS.

Keterangan:

*) pilih salah satu

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

) Anggota

3 Anggota
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MODELBA.3,2.KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu lima belas bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakii Bupati

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan suara telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama
dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada pasangan Calon
Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung
pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/ kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung
tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut

TABEL I

I Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan
hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum
dalam Form BA.3. l -l(WK Perseorangan

HASIL PENELITIAN FAKTUAL

t{o I'RAIAN JUMLAII
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2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung
calon dan men takansatu

3

me[yata&an dukuagaanya tetapi tidak bersedla mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model ts.3_
KWK Perseorangar.r

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tldak

4 ng Pasangan Calon Perseorangan yang:
a. Tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
B.3-KWK Perseorangan

b. Tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada FOrmulir
Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda hngan/cap jempol pada Formutir Modet
8.3-KWK Perseorangal

c. Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaar
sebagai PNS atau anggota TNI/ polri

Jumlah penduku

5 ng Pasangan Calon Perseorangan
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan angka 2, dan menyataka! meaduku[g

Jumlah penduku yang

6 ng Pasangan Calon Perseorangan
memberikan dukungan kepada tebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formult Model BA.2_KWK
Perseorangan angka 2, dan menyatakan udak mendukung

Jumlah penduku yarg

7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangar yang tidak dapat
ditemui

8 Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan
hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8,
terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam
Tabel I ar,gka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu
berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui
tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah
ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II

HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil

penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel I angka 8

1

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangar yang mendukung 1

(satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya

2

3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya tetapi tidat bersedla mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK

Perseorangan

1

lNo I'RAIAN JUMLAH
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4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang:
a. Tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-
KWK Perseorangan

b. Tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempot pada Formulir Model
B.1-KWK Perseorangan dan rnenyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK perseorangan

c. Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai
PNS atau anggota TNI/Polri

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK perseorangan angka 2, dan
trenyataka! mendukung

6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK perseorangan angka 2, dan
menyatqk ! tlda& mendukung

7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tldak hadlt pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan

8 Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan
hasil penel.itian faktual lanjutan (No.l + No. 2 + No. 3 + No. S)

setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil
penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II
angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam
Tabel II al:gka 7, PPS melakukan penelitian fahual lanjutan kedua, yaitu
memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk
datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III

HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANWTAN KEDUA

1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil

penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel Il angka 8

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung I
(satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya

3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya tetapi tldak bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempot pada Formulir Model B.3-KWK

Perseorangan

NO I'RATAN JI'MLAH

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



4 Jumlah pendukung Pasangan Calon perseorangan yang:
a. Tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-
KWK Perseorangan

b. Tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempot pada Formulir Model
B.l-KwK-Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap
jempol pada Formulir Model 8.3-KWK-perseorangan

c. Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status peketjaan sebagai
PNS atau anggota TNI/Polri

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yafig memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan
meEyatakatr me![dukurg

6 Jumlah pend ukung Pasangan Calon Perseorangan yalrg memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Modet BA.2-KWK perseorangan angka 2, dan
mcayateken tldak mendukung

7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari
daftar dukungan karena tldak datang te pps sampai dengan batas
waktu yang telah ditentukan

8 Jumlah A&hlr yaag dinyataka! memenuhl syarat berdasarkatr hasil
pcnelitlan faktuel (I{o,l + No.2 + No.3 + No,5l

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. I (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

Pasangan Calon ;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

4. I (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

Keterangan i

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

*) pilih salah satu
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MODELBA.4.KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN trIAKIL BUPATI DI TINGKAT XBCAMATAN

Pada hari ini .............. tanggal ... bulan Tahun dua ribu

lima belas bertempat di ppK telah
melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi
dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan pasangan

calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati pemalang Tahun 2015 atas nama:

I. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan
hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang
telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan

calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

O PPK menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima dan selanjutnya Pasangan Calon

atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model 8A.4.1 KWK -
Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di

tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari

PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

telah
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TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITI'LIISI DUKI'NGAN PASANGAI{ CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT IIECAMA'TAN

Jumlah pendukung Pasangan Calon
Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil penelitian faktual
oleh PPS sebagaimana tercantum
dalam jumlah akhir pada Tabel IU
angka 8 Formulir Model 8A.3.2-KWK
Perseorangan untuk setiap desa

1

2 Jumlah pendukung Pasangan calon
Perseorangan yang dicoret da tidak
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan
oleh PPK

Jumlah pendukung Pasangan Calon
Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan
oleh PPK

3

Jumlah pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat dari daftar BMS pada
tabel It angka 3 Formulir Model
BA.3.1-KWK Perseorangan dari setiap
desa yang wajib dtlakukan perbalkan
pemenuhan syarat admlaktratipf
pada maaa perbal&a! dengan
membubuhkan tanda tangan Pasangan
Calon dan/atau materai di Formulir
B.l-KWK Perseorangan

4

Jum1ah pendukung Pasangatr calon
Perseorargan hasll reLapltul,asi
dukungan tingkat kecamata! yang
mcrnenuhi syarat. (( no.1+ no.2)-no.2))

5

NO URAIAN DESA..-... DESA..... DESA....- DESA..... I DESA..... DESA..... DESA.Dst JIIMLAH
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TABEL II

RXKAPITI'LASI WMLAH DUKUT{GAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

Anggota

Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu
**) beri tanda Ii] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

1 a. jiwa

b jiwa

c. dst. Jrwa

NO XECAMATAN

2.
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MODELBA.4.I.KWK
PERSEORANGAN

CATATAN KE.'ADIAN KIIUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELIIIGANAAN RTI{APITI'I"ASI

DI'KUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAI{ qIAKIL BUPATI

DI TINGI(AT I{ECAMATAN

Kecamatan

Kabupaten/ Kota *)

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pemyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau panwas
Kecamatan sebagai berikut **) :

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

KETUA

-) pilih salah satu

--) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua

PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Caion/Tim Penghubung dan/atau Panwas

Kecamatan, Model BA 4.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan

Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
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MODELBA.4.2.KWK
PERSEORANGAN

SURAT PENGANTAR

Perihal Penyampaian Berita Acar:r
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon perseorangan
di Tingkat Kecamatan

Kepada:

Yth. Ketua KPU
Kabupaten
di

Bersama ini disampaikan dokumen has rekapiturasi dukungan pasangan calon
Perseorangan di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan

Kabupaten

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK perseorangan
2. Model BA 4.1 -KWK perseorangal
3. Dokumen Dukungan pasangan Calon perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekpaitulasi dukungan pasangan calon
Perseorangan di tingkat Kabupaten/ Kota.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(NAMA LENGKAP)

*) pilih salah satu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK

b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.

YANGMENERIMA,
KPU KABUPATEN

(NAMA LENGKAP)
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MODELBA.S-KW"K
PERSEORAI{GAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DI TINGI(AT KABI'PATEN

Pada hari ini tanggal ................ bulan Tahun dua ribu

bertempat di , KPU Kabupaten

telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil

hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 atas nama:

1 Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU

Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorurngan

sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan

calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **l;
KPU/KIP Kabupaten / Kota menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon

atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat
Kabupaten/ Kota.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model 8A.5.1 KWK -

Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten/ Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.
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TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REXAPITI'LASI DIIXUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DI TINGKAT KECAMA.TAN

1 Jumlah pendukung Pasangan Calon
Perseorangan yang memenuhi syarat
bdrdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan di tingkat Kecamatan
sebagaimana tercantum dalam Tabel I
angka 5 Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan dari setiap Kecamatan

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan
oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota

Jumlah pendukung Pasangan Calon
Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan
oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota

4 Jumlah pendukung yang dinyatakan
belum metnenuhl sgarat (BMS) d,an
waJtb dilakukan perbalkan pada
masa perbalkan sebagaimana
tercantum pada Tabel I angka 4 Berita
Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
dari setiap Kecamatan

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon
Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat Kabupaten/Kota
((No.1+No.3)- No.2)

lNo URAIAN Ktc....... KEC....... xEc....... KEC....... rEc....... I(E'C. ...... KEC. . JI'IILAII

3
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I a ........ Jrwa

b jiwa

c. dst. jiwa

TABEL II
REKAPITI'LASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KlP Aceh dalam hal terdapat penyelengaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/ KIP Kabupaten/ Kota*l

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu
**) beri tanda [!] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

NO .,XABI]PATEN/KOTA
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MODELBA.5.1-KWK
PERSEORANGAN

CATAT/IN I{T'ADIAN KHUSUS
DAN/ATAU XEBERATAN DALAM PELI\KSANAAI{ REKAFITI'LASI

DI'KUNGAN PASANGAN CAI,ON PERSEORANGAN DALAM PEMILIIIAN
BIIPATI DAN UIAKIL BI'PATI

DI TIITGKAT KABT'PATEN/ KOlt'A*I

Kabupaten/Kota r)

Provin si

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau panwas

Kabupaten/Kota sebagai berikut **) :

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
KPU/KIP Ihbupaten/Kota*),

KETUA

*) pilih salah satu

**) Apabila hanya terjadi keiadian khusus, Model BA 5.1-KwK perseorangan ditandatangani oleh Ketua
KPU/KIP Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh pasangan calon/Tim
Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Model BA 5.1-KwK ditandatangani bersama olehpihak yang mengajukan keberatan dan
rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota.

Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat dilakukan
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MODEL 8A.5.2.I{WX
PERSEORANGAN

SURAT PENGANTAR

Perihal Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Ttngkat Kabupaten/ Kota

di-

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan pasangan calon
Perseorangan di tingkat Kabupaten oleh KpU Kabupaten di :

Kabupaten

Provinsi

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA S-KWK Perseorangan
2. Model BA 5.1 -KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon perseorcrngan

Demikian disampaikan sebagai bahan
Perseorangan di tingkat Provinsi.

rekpaitulasi dukungan Pasangan Calon

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi

YANG MENYERAHKAN,

KPU KABUPATEN

(NAMA LENGKAP)

*) pilih salah satu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk KpU/KIp Kabupaten/Kota
b. Satu Rangkap untuk KpU provinsi/Klp Aceh

YANG MENERIMA,
KPU Provinsi

(NAMA LENGKAP)
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MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA

TIASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DAIAM PEMILIHAN
BUPATI DAN trIAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di..... , KPU
Kabupaten ... telah meiaksanakan penelitian
persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan
Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 atas nama :

1 . Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Hasil penelitiat persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing_masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KpU Kabupaten.
Berita Acara disusun masing-masing:

l. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. I (satu) rangkap untuk arsip; dan

KpU Kabupaten pemalang

NAMA JABATAN TANDATANGAN

Ketua

2

J Anggota

4 Anggota

Anggota

Kete

*) pilih salah satu

NO

1.

Anggota

5.
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LAMPIRAN
MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

A. SyaratPencalonan

B. Syarat Calon
1) Nama Calon Bupati

NO JDNIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN

DOKUMEN
KEABSAI{AN

KETERANGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
SYARAT PENCALONAN

Calon dari Partai Politik
1 Surat Keputusan

Kepengurusan Partai
tentang

Politik
sesual tlngkatannya

Calon dari Perseorangan
Model BA.5 KWK - Perseorangan
Model B KWK - Perseorangan

3 Model B. 1. KWK-Perseorangan
1 Model 8.2. KWK-Perseorangan
5 Model 8.4. KWK-Perseorangan

NO JENIS DOKUMDN
HASIL PENELITIAN

DOKUMEN
KEABSA}IAN

KETERANGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

BELUM
MEMENUHI

SYARAT
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotocopy ljazah
I Dokumen yang diterbitkan

Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan
Rohani**)

b. Surat Keterangan Bebas
Narkoba"*)

C Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi pidana
penjara, tidak sedang
dicabut hak pilihnya, dan
tidak sedang memiliki
tan n utan

d. SKCK
e Surat Tanda Terima

penyerahan LHKPN dari KPK

Surat Keterangan
Pengadilan Niaga

f dari

1

2

I
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g. Fotocopy NPWP, tanda
terima penyampaian SPIPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan

ak dari KPP
Naskah Visi, Misi, dan Program

6 Daftar nama Tim Kampanye
Tingkat Provinsi,
Kabupaten / Kota, Kecamatan

Desa Kelurahandan Tin
7 Rekening khusus dana

kampanye yang dibuat dalam 1

satu bank
8 Fotoapy KTP

9 Pas Foto

AnggotaApabila Calon adalah
DPR/DPD/DPRD:

Surat pemberitahuan
pencalonan kepada Pimpinan

a

DPR DPD DPRD

10

b. Tanda Terima dari
Sekretariat DPR/ DPD/DPRD

11 Apabila Calon adalah Anggota
TNI, Kepotsian, atau PNS :

a fotokopi surat pengunduran
diri

surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan
pemberhentiannya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang paling
lambat 1 (satu) hari
sebelum penetapan calon

b

serta
t2 Apabila Calon adalah pejabat

pada BUMN dan atau BUMD

fotokopi
permohonan
pemberhentian

surat

da-ri

a.

abatan
b. surat keterangan bahwa

pemyataan berhenti dari
jabatan telah diterima dan
pemberhentialya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang
paling lambat I (satu) hari
sebelum penetapan calon

serta milihan
13 Apabila Calon adalah Anggota

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

**) Hasil penelitian berupa Memenuhi syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

*) pilih salah satu

5 T-
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2l Nama Calon Wakil Bupati :

NO JEMSDOKIIMEN
T1ASIL PENELITIAN KEABSAIIA}I

DOKI'MEN
ADA TIDAN

ADA
MEMENUHI

SYARAT
BELUM

MEMENUHI
SYARAT

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 FotocopAljazah
4 Dokumenyang diterbitkan

Instansi lain , antara lain
a. Surat Sehat Jasmani dan

Rohani**l
b. Surat Keterangan Bebas

Narkoba**l
c. Surat Keterangan dari

Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi pidana
penjara, tidak sedang dicabut
hak pilihnya, dan tidak
sedang memiliki tanggungan
utansl

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima

penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari

Pengadilan Niaga
g. Fotocopy NPWP, tanda

terima penyampaian SPTPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan pajak
dari KPP

5 Naskah Visi , Misi, dan Program
6 Daftar nama Tim Kampanye

Tingkat Provinsi,
Kabupaten / Kota, Kecamatan
dan Tingkat Desa/ Kelurahan

7 Rekening khusus dana
kampanye yang dibuat dalam 1

satu bank
8 Fotocopg KTP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adalah Anggota

DPR DPD /DPRD
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kepada Pimpinan
DPR DPD/ DPRD

b. Tanda Terima dari
Sekretariat DPR/DPD/DPRD

1l Apabila Calon adalah Anggota
TNI, KCpolisian, atau PNS
a. fotokopi surat pengunduran

diri

12

a. fotokopi surat permohonarL
mberhentian dari abatan

b. surat keterangan bahwa
pernyataan berhenti dari
abatan telah diterima dan

KETERANGAN

b. surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan
pemberhentiannya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang paling
lambat 1 (satu) hari sebelum
penetapan calon peserta
pemilihan

Apabila Calon adalah pejabat
pada BUMN dan atau BUMD
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pemberhentianya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang paling
lambat 1 (satu) hari sebelum
penetapan calon peserta
pemilihan

13 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh,
KPU/ KIP Kabupaten/ Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Palwas Kabupaten/ Kota,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

*) pilih salah satu
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
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MODEL BA.HP
PERBAIKAN.KWK

BERITAACARA
HASIL PENELITIAN PERBAINAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALOITAN DAJT PERSYARA,TAN

CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di... . . .... .. .... ... . . . ..., KpU
Kabupaten telah melaksanakan penelitian
perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon* 

11*1*l "":::l :illan* 
rahun 20 15

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana
terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing_masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KpU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU XABUPATEN PEMALANG

Ketera

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota
?)

Anggota

4 Anggota

Anggota

*) pilih sala h satu

5.
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LAIIPIRAN
MODEL BA.HP

PERBNKAN.KWK

LIIMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CAI,ON DALAM PEMILIHAN BT'PATI DAN WAXIL BUPATI

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

A. Syarat Pencalonan

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

JEMS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN

DOKIIMEN
KEABSAHAN

XE?ERANGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

?IDAK

Caloa dari Partai Politik
1 Surat Keputusan

Kepengurusan Partai
tentang

Politik
sesual tann

Calou dari Perse n
Model
Perseor

BA.5 Perbaikan KWK1

2 Model B Perbaikan KWK -
Perseorarr

3 Model B. 1. Perbaikan KWK-
Perseoran

4 Model
Perseor

8.2. Perbaikan KWK-

5 Model
Perseo

8.4. Perbaikan KWK-

PENELITIAN
DOKUMEN

XEABSAIIANHASIL

TIDAK
ADA

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Foto I azah

Dokumen yang diterbitkan
Instansi lain, antara lain :

a
ohani**

Surat Sehat Jasmani dan

Narkoba**
b. Surat Keteraagan Bebas

4

Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pemah dijatuhi pidana

C

ara tidak se

NO

NO JENIS DOKUMEN

I{ETERAT{GANADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMEIIUHI

SYARA?
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dicabut hak pilihnya, dan
tidak sedang memiliki
tanggungan utang)

d. SKCK
e Surat Tanda Terima

penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari

Pengadilan Niaga

g. Fotocopy NPWP, tanda
terima penyampaian SPTPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan
pajak dari KPP

5 Naskah Visi, Misi, dan Program
6 Daftar nama Tim Kampanye

Tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan
dan t Desa Kelurahan

7 Rekening khusus dana
kampanye yang dibuat dalam I
(satu) bank

8 Fotocopg KTP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adalah Anggota

DPR DPD DPRD:
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kepada Pimpinan
DPR DPD DPRD

b. Tanda Terima dari Sekretariat
DPR/ DPD/ DPRD

11 Apabila Calon adalah Gubernur,
Wakil Gubemur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri
di daerah lain :

a. fotokopi surat pengunduran
diri

b. surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam
proses , yang
ditandatangani oleh pejabat

berwe
c. Surat Keputusan

Pemberhentian

t2 Apabila Calon adalah
TNI, Kepolisian, atau PNS

Anggota

a. fotokopi surat pengunduran
diri

b. surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam
proses , yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang

c. Surat Keputusan
Pemberhentian

13 Apabila Calon adalah pejabat
pada BUMN dan atau BUMD

a. fotokopi surat permohonan
pemberhentian dari

b. surat keterangan bahwa
pernyataan berhenti dari
jabatan telal diterima dan
pemberhentianya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang

Yang

I
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c surat Keputusan
Pemberhentian

74 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh,
KPU/ KIP Kabupaten/ Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten / Kota,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

*) pilih salah satu

2l Nama Calon Wakil Bupati :

NO JEMSDOKT]MEN
IIASIL PENELITIAN KEABSAIIAN

DOKI'MEN
KETERAI{GAilADA TIDAX

MEME}IUHI
SYARAT

I Model BB.l KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotogopy ljazah
4 Dokumen yang diterbitkan Instansi

lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan
Rohani..)

b. Surat Keterangan Bebas
Narkoba**l

c Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pemah dijatuhi pidana penjara,
tidak sedang dicabut hak
pilihnya, dan tidak sedang
memiliki tanggungan utang)

d. SKCK
e Surat Tanda Terima penyerahan

f. Surat Keterangan dari
Pengadilan Niaga

g. Fotocopy NPWP, tanda terima
penyampaiaa SPTPP, dan tanda
bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari KPP

Naskah Visi, Misi, dan
6 Daftar nama Tim Kampanye

Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Tingkat
Desa/Kelurahan

7 Rekening khusus dana kampanye
yang dibuat dalam 1 (satu) bank

KTP
Pas Foto

10 Apabila Calon adalah
DPR/DPD/DPRD:

Anggota

a. Surat pemberitahuan
pencalonan kepada Pimpinan
DPR DPD DPRD

b. Tanda Terima dari Sekretariat

11 Apabila Calon adalah Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri
di daerah lain :

a. fotokopi surat pengunduran
diri

TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

5

8
I
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b. surat keterangan bahwa
pengundur€rn diri telah
diterima dan sedang dalam
proses , yang ditandatangani
oleh pejabat yang
berwe

c Surat Keputusan
Pemberhentian

t2
lisian atau PNS

Apabila Calon adalah Anggota TNI,

a. fotokop i surat pengunduran diri
surat keterangan bahwa

pengunduran diri telah diterima
dan sedang dalam proses, yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang

b

c. Surat Keputusan
Pemberhentian

13 Apabi la Calon adalah pejabat pada
BUMN dan atau BUMD

a
pemberhentian dari jabatan
fotokopi surat permohonan

b. surat keterangan bahwa
pernyataan berhenti dari
jabataa telah diterima dan
pemberhentianya sedang
dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang

14 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

**) Hasil penelitian berupa Memenuhi syarat (MS) atau Tidak Memenuhi sya-rat (TMs)

*) pilih salah satu
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MODELTT.l-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal ......... bulan........... tahun 2015, telah

calon Bupati danditerima dokumen persyaratan
Wakil Bupati atas nama :

pencalonan dan persyaratan

1. Nama Calon Bupati

2. Nama Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfi.le dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 20 15 sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

KeteI an:

*) pilih salah satu

CAP
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LAMPIRAN MODEL
TT.1.KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Identitas Ca.lon Bupati :

Nama
Alamat
Nomor Telp

2 Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama : .............__
Alamat
Nomor Telp

3. Waktu Penyerahan Dokumen pendaftaran
Hari
Tanggal
Waktu

(Nomor 4 diisi apabita Pasangan Calon Diusul oleh Pqrtai politite/Gabungan l:olrtc.i potltikl

4. Partai Politik atau Gabungan pa_rtai politik.) pengusul:

l

1

2

NO PARTAI
POLITII{

AIAMAT I(ANTOR
PIMPINAN

NOMOR
TELEPON
KANTOR

PIMPINAIY

NOMOR KEPUTUS$ PIMPINAN
TINGKAT PUSAT DAN/ATAU

KEPUTUSAI{ PIMPINAN TINGKAT
PROVII{SI TENTANG

XEPENGI'RUSAN

TANGGAL I(EPUTUSAN
PIMPINAN TINGKAT PUSAT

DAN/ATAU KEPUTUSAN
PIMPINAN TINGNAT
PROVINSI TENTANG

rEPEI{GURUSAN

NOMORI{EPUTUSAI{
PIMPINAN TINGKAT

PUSAT TENTANG
PERSETUJ(,AN

PASANGAN CAION
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3

4

5

A. SYARATPENCALONAN

I Model B KWK-Parpot
2 Model B.1 KWK-Parpol
3 Model 8.2 KWK-Parpol
4 Model 8.3 KWK-Parpol

Model B.4 KWK-Parpol
6

- r 
--_

Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai
Politik sesuai tingkatannya

Model BA.5 KWK Perseorangan
2 Model B KWK- Perseorangan
3 Model B. 1. KWK-Perseorangan
4 Model B.2. KWK-Perseorangan
5 Model 8.4. KWK-Perseorangan

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN KET

ADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENI,IHI

SYARAT
CALON DARI PARTAI POLITIK

CALON DARI PERSEORANGAN

Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

ADA TIDAK ADA
1 Model BB. 1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotoco I azah

Dokumcn diterbitkan Instansi lain , antara lain :an
Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)it

b. Surat Keteran Bebas Narkoba"*
ari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak

sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
c Surat Keterangan d

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima LHKPN dari KPKn
f. Surat Keteran dari Pen ilan N

4

g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SpTpp,
mempunyai tunggakan pajak dari KPP

dan tanda bukti tidak

5 Naskah Visi, Misi, dan Pro am
6 fta r iln 1'rnit ltlILD IllI(a tl (-' T fP sov11l 1rK.1 r.t tlct K () ll ecamK tana Tidanpa J' ngka at tl) ngk

D SC a Ke ru ha n:t
7 Rekcnin khusus dana kam dibuat dalam 1 bankn e satu
B Foto KTP
9 Pas Foto

bila Calon adalah ta DPR DPD DPRD:
a. Surat mberitahuan calonan ke ada Pim inan DPR DPD DPRD

10

b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR DPD DPRD
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau

Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :

Apabila Calon adalah

a. fotoko nduran dirir surat c
uSb tra (_'k rante lrahwa und a1r dn rl te dah t rtma(l ancl edSgan pe dalam Sqro Sngu ang p

d ta dan tan o h ba til be al1rwen

11

c. Surat Ke tusan Pemberhentian
abila Calon adalah An ta TNI lisian atau PNS :

a. fotoko i surat nduran diriI]
b. surat keteran bahrva nduran diri telah diterima dan sedan dalam rOSCS
c. Surat Ke tusan Pemberhentian

bila Calon adalah abat ada BUMN dan atau BUMD13
fotoko rmohonan berhentian dari abatana l surat

NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN

t2
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b
tianya

uS tra ke hba wa taana rterangan be eh tin darip baa tan lahte derny Ct rtma nda
hber en edSpem da am SEs dang tand nta () hepro it tbayang gan peJ yan

berwe na
tusan Pemberhentianc. Surat

bi a Ca on da alah tapa UKP Pro nS1 PKIAnggo hAce UKP KI P Ka ub t n(l Ko tapa
Ba aslu S1Provin Pi1 rvan S bKa u ent K em a1n ITkan uS ar t Kepa a, Iu SLI anp p

be hr ne tian dan ba berwet n

**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU provinsi/ kabupaten / kota dan hasilnya adalah berupaSyarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

*) pilih salah satu

Memenuhi

Model BB.1 KWK

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADAl
2
3

Negeri (tidak pemah dijatuhi pidana penjara,
dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)

C

Fotoco I azah
Do umk en tdi re tbi Ikan S1-) nta ISI nal na rata nlai

S rau St ha Jt Sa an1m nda oR han I )

Surat Keterangan dari Pengadilan
tidak sedang dicabut hak pilihnya,

Model BB.2 KWK

Bebas Narkoba**b. Surat Kete

I

tanda bukti tidak

Kecamatan dan

S rue t dTan Taa rIme a en anrah LH K NP KPdari K
t uS tra eK teran ar1d Pen 1ad lt1a N i
g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan

mem un ar tun an ak dari KPP
Naskah Visi Misi dan

tahberi anu cen alo ann ke d Pima Dan PR PDD PRD I)
b T na d eT rlma da Serl tkre art Dt PR D D PRDD

TiDaftar nama Tim Kam e n t Prov SIn K LIbpanv ten Kotagka pa
ltTi t Desa eK Iurahan

Rekenin khusus dana kam an dibuat dalam 1 satrr bank

abila Calon adalah ota DPR DPD DPRD:

m

a. Surat

Fot KTP
Pas Foto

d. SKCK

6

7
8
9
10

KPU,
Bawaslu,

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO JENIS DOKUMEN

I

a.
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Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau
calonkan diri di daerah lain :Wakil Walikota vans men

a. fotok i surat nduran diri
surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses ,
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

b

1l

c. Surat Ke utusan Pemberhentian
bila Calon adalah An ta TNI Ke atau PNSslan

a. fotoko i surat nduran diri
b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam

proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

12

Surat Keputusan PemberhentianC

Apabila Calon adalah peiabat pada BUMN dan atau BUMD
fotoko i surat nduran diria

b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan
berwenang

sedang dalam
;utditandatangani oleh abatproses,

13

Surat Keputusan Pemberhentian(:

Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Barvaslu, Bawaslu Provinsi, Panrvas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang

*) pilih salah satu
**) Dokurlctt aliarr <lis<'ltlrliirn olr:li Rumali Sirkil Pcneli:rtah 5'ang ditunjLrli olch I{PLI Provinsi / ktrbupaten / kota
Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

'l .+

<lan hasilnya adalah berupa Memenuhi

Keterangan :

") pilih sala-h satu
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MODELTT.2.KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal ......... bulan........... tahun 201S, telah
diterima dokumen perbaikan pers)'aratan Pasngan calon Bupati dan wakii Bupati
atas nama :

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardhle dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

(...... .......)

Nama lengkap dan tanda tangan Nama iengkap dan tanda tangan

Keterangan:

CAP

*)pilih salah satu
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LAMPIRAN MODEL
TT.2-KII/K

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAJKAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Identitas CaJon Bupati:
Nama
Alamat
NomorTelp

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama
Alamat
NomorTelp

3. Wal<trr Per.rr.cral.ran Dokumen Pendaftaran
Hari
Tanggal
Waktu

A. SYARAT PENCALONAN

Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai
Politik sesuai

Model BA.5-KWK

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN KET

ADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENI,HI

SYARAT
CAION DARI PARTAI POLITIK

I

CALON DARI PERSEORANGAN
1
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2 Model B KWK- Perseorangan
3 Model B. l. KWK Perseorangan
4 Model B.2. KWK-Perseorangan
5 Model 8.4. KWK-Perseorangan

B. SYARATCALON

1. CALON BUPATI :

toCO azahFo

a

h
c

t-

r .. rr::l clitcrbitkan Instansi 1ain, antara lain

ll, rr'; rl l(r'l, t rrtr'irrt
Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)

Bebas Narkoba**)
Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara,
tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan
utang)

NO JENIS DOKUMEN IIASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAKADA
1 Model BB.1 KWK
,2 Modcl IllJ.2 KWK

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPIPP, dan tanda bukti

tidak mempunyai tunggakan paiak dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program
6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Tingkat Desa/Kelurahan
7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
8 Fotocottu K"lP
9 Pas Foto

t0 Apabila Calon adalah AngSota DPR/DPD/DPRD:
a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/ DPD/ DPRD
b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD

1i Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota
atau Wakil Walikota yalg mencalonkan diri di daerah lain :

a. fotokopi surat penzunduran diri

l3
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b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telal diterima dan sedang dalam
proses , yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

c. Surat Keputusan Pemberhentian
t2 Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :

fotokopi surat pengunduran diri11

surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan
pemberhentiannya sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat
yanS berwenang

b

surat keputusan pemberhentianC

Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD
folokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan

13

slrrat keterangan bah\\.a pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan
pemberhentianya sedang dalam proscs yang ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang

1r

C

:l

:tcla:l )l I tll sarl i r rr lr, : I rr'tr i rrr rr r lr i r i iabat benvenan
*) pilih salah satu

Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

surat keputusan pemberhentian

l,lr /r. JDuiil iil'U, hi'U I']rovinsi/Kll, Aceh, KPU/KlP
Rau,as1u, Rarr,aslrr Provir.rsi, Panrvas Kabupaten/Kota,

2. CALON WAKIL BUPATI

4

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PEMERIKSAAN

KELENGI{APAN DOKUMEN
KETERANGAN

ADA TIDAX
I Model BB. 1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotocopg ljaz,ah

Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
C Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara,

tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga

I

t

l

I
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g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPIpp, dan tanda bukti tidak
tu ak dari KPPmem n

5 Naskah Visi Misi dan
6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat

Desa Kelurahan
7 Reken khusus dana kam e an dibuat dalam I satu bank
8 Fotoco KTP
9 Pas foto

10 abila calon adalah An ta DPR DPD DPRD :

a. Surat beritahuan calonan a Pim DPR DPD DPRD
b Tanda Terima dari Sekretariat DPR DPD DPRD

11 Apabila Calon
Wakil Walikota

adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau
mencalonkan diri di daerah lain

a. fotoko surat n nduran diri
b surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses ,

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c. Surat utusan Pemberhentian

t2 A bila Calon adalah TNI lisian atau PNS :

a. Foto surat duran diri
b surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses

yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang
C Surat Keputusan Pemberhentian

13 bila calon adalah bat a BUMN dan atau BUMD
a. Foto surat ohonan berhentian dari abatan
b. Surat keterangan

pemberhentiannya
berwenang

bahwa
sedang

pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan
dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang

C Surat Keputusan Pemberhentian

f ]
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74 Apa

Provin panwas
beri

bila calon adalah KPUAnggota KPU Provin SI KIPBa KPU KIAceh, Pwaslu buKabawasl u patensl Kota,kabu tenpa Kota, melam kan supem tah plr ra tuan dari tusanKeputabapeJ yang berwenang*) pilih salah satu

Provinuhi Memen

Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerin tah di ukyang oleh KPUtunjtara STa kabutau ten takopa danMemen hasiln adalahya beruS pa uhi

Keterangan :
*) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAB LANG
ukum

Ditetapkan di pemalang
Pada tanggat IZ Juni 2bl5

KETUA

ABDUL HAKIM

Ttd

KAS
cJ:
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